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Abstract

Technological advances encourage digital transformation in various seclors,
including governance. The government is required to provide optimal public
services through the use of digital technology, as exemplified by the Semarang City
Government's public complaint application system, Sapa Mbak Ita. The low
understanding and participation and dominance of the public's negative perception
of government performance are the background in this study. This research was
conducted with the aim of analyzing the diffusion of innovation and obstacles in the
implementation of Sapa Mbak Ita, especially to measure the response and
acceptance level of the community. This study was conducted using Everett M. R.
Martin's theory of Innovation Diffusion. Rogers included four indicators:
innovation attributes, communication channels, timelines, and social systems as
well as obstacles to the process of diffusion of innovation. The method used is
qualitatively descriptive with data collection techniques through observation,
interviewing, and documentation processes. The research results show that the
diffusion of innovation in the implementation of Sapa Mbak Ita is quite good in
terms of innovation because it provides development and ease formed on an
effective, efficient basis that adjusts to the needs of the community. Mass media and

interpersonal channels are used to introduce Sapa Mbak Ita, with a period of

community acceptance depending on digital literacy from each community.
However, the discrepancy in the implementation of the complaint resolution here
has caused this system to get a bad perception, because the public has not felt
actualization of the complaints they have complained about, it can affect the
public's view of this system. Therefore, it is necessary to optimize services as well
as improve publication and education efforts so that the Sapa Mbak Ita Application
can be better known, trusted, and widely used in supporting public services in
Semarang City.

Keywords: Diffusion of Innovation, Digital Government, Public Services, Sapa
Mbak Ita
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital
telah membawa perubahan besar
dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk cara manusia berinteraksi,
bekerja, dan memperoleh informasi.
Digitalisasi tidak hanya dimaknai
sebagai penerapan teknologi baru
yang hadir dalam  kelompok
masyarakat tertentu, lebih dari itu
teknologi menjadi proses perubahan
sistemik yang mencakup tata kelola
organisasi, pola pikir, dan budaya
kerja.

Perkembangan yang terjadi pada
saat ini menuntut pemerintah untuk
mampu mengikuti perkembangan
teknologi guna menciptakan sistem
pengelolaan yang lebih modern dan
relevan.  Pemerintah  diharapkan
mampu menyederhanakan birokrasi,
mengurangi biaya operasional, dan
memberikan layanan yang lebih cepat
serta tepat sasaran.

Pemerintah yang baik adalah
pemerintah yang mampu
menyelesaikan permasalahan, seperti
yang dijelaskan dalam Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah,

dijelaskan bahwa pemerintah daerah

berhak  untuk  mengatur  dan
mengelola pemerintahannya sendiri,
termasuk memastikan bahwa
pelayanan publik senantiasa
diberikan kepada masyarakat agar
dapat menyelesaikan permasalahan.

Urgensitas pelayanan publik di
Indonesia menjadi topik dalam
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, secara jelas
disampaikan mengenai pergeseran
paradigma tata kelola pemerintahan
dari yang sebelumnya berpusat pada
birokrasi menjadi berorientasi pada
masyarakat. Kebijakan ini
menekankan terkait jaminan
kepastian hukum dan hak-hak dasar
warga negara dalam menerima
pelayanan publik yang tepat dan
sesuai dengan yang diharapkan.

Kota Semarang sebagai pusat
pemerintahan dan ekonomi Jawa
Tengah  dituntut  untuk  terus
berinovasi sekaligus menjadi model
pengelolaan  pemerintahan  yang
adaptif terhadap kemajuan teknologi
digital. Digitalisasi Pemerintah di
Kota Semarang mengacu terhadap
penerbitan Peraturan Wali Kota

Semarang Nomor 5 Tahun 2023 yang



mengatur pola pengaduan pelayanan
publik di Kota Semarang yang
mampu meningkatkan pelayanan dan
menciptakan sistem yang lebih jelas,
efektif, dan akuntabel. Aplikasi Sapa
Mbak Ita lahir sebagai jawaban atas
tuntutan perbaikan untuk
memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam menyampaikan
aduan, guna meningkatkan
aksesibilitas dan efisiensi
penananganan aduan masyarakat.

Inovasi merupakan pembaruan
yang diciptakan untuk mewujudkan
perubahan positif yang sering
dikaitkan dengan teknologi karena
teknologi dianggap mampu
menciptakan sistem yang lebih efisien
dan  memperluas  akses  bagi
masyarakat. Komunikasi memiliki
peran penting dalam proses ini,
karena menjadi sarana penyebaran
informasi serta membentuk
pemahaman dan kepercayaan
masyarakat terhadap manfaat inovasi,
proses  tersebut berkaitan erat
terhadap penerapan atau konsepsi dari
teori Difusi Inovasi.

Rogers  (2003) menjelaskan
difusi inovasi merupakan bagaimana

suatu inovasi diperkenalkan dan

dikomunikasikan kepada target yang
dilakukan oleh suatu sistem sosial.
Digitalisasi pemerintahan merupakan
proses transformasi tata kelola
pemerintah melalui  pemanfaatan
teknologi informasi guna
meningkatkan efisiensi, akuntabilitas,
serta  kualitas layanan kepada
masyarakat. Digitalisasi disini tidak
hanya sekedar peralihan sistem
konvensional — menjadi  berbasis
teknologi, tetapi sekaligus sebagai
pergeseran yang dilakukan oleh
pemerintah  dalam  merancang,
menyampaikan, dan mengevaluasi
kebijakan terutama perihal layanan
publik.

Sistem pengaduan Sapa Mbak
Ita. dilalui melalui beberapa tahapan,
diantaranya : (1) penerimaan
pengaduan ke sistem Diskominfo; (2)
Pengklasifikasian  topik  terutama
substansi pengaduan; (3) Disposisi
pengaduan  dengan  meneruskan
kepada Perangkat Daerah; (4)
Penanganan aduan oleh aparatur
terkait.

Pencapaian dalam pelaksanaan
suatu kebijakan adalah ketika target
memahami dan mampu merasakan

perubahan, dengan arti penerimaan



masyarakat menjadi urgensitas suatu
kebijakan hadir, hal tersebut yang
menjadi latar belakang penggunaan
teori difusi inovasi dalam penulisan
ini, guna memperhitungkan
bagaimana penerimaan dan
tanggapan masyarakat atas hadirnya
sistem ini.

Jika dipahami lebih lanjut,
pelaksanaan sistem ini masih sering
mendapat tanggapan kurang baik dari
masyarakat. Banyak yang merasa

tidak puas dengan cara kerja sistem

tersebut.

sapl)  Sapa Mbak Ita
WBAKITA & Terinst

Tersedia di perangkat lainnya

Gambar 1. 1 Penilaian Masyarakat
Melalui Playstore
Sumber : Playstore Sapa Mbak Ita

Sejak pertama kali diterbitkan
pada tahun 2022 Aplikasi Sapa Mbak
Ita hanya dapat diakses oleh
android

masyarakat ~ pengguna

melalui playstore, = dengan nilai
2.8/5.0, angka tersebut belum mampu

menjelaskan nilai baik, terlebih

tanggapan dari masyarakat

didominasi tanggapan kurang baik.

Tabel 1.1 Total Aduan Sapa Mbak
Ita Tahun 2024

No Sumber Jumlah
1. | Whatsapp 3015
2. | Laporgub 580

3. | Aplikasi Mobile 1316
Sapa Mbak Ita

4. | LAPOR! 467

Total Jumlah Aduan 5378

Diolah Peneliti (2025)

Permasalahn diatas diperkuat
berdasarkan data terlampir bahwa
jumlah aduan terbanyak disampaikan
melalui kanal Whatsapp sebanyak
3.015 laporan, melampaui aduan yang
masuk melalui Aplikasi Mobile Sapa
Mbak Ita yang hanya berjumlah 1.316
laporan, dalam perancangan Sapa
Mbak Ita dihadirkan sebagai
keperbaruan atau pengembangan
tetapi dalam praktik dilapangan
didapati bahwa tingkat pemanfaatan

oleh masyarakat masih tergolong

rendah jika dibandingkan dengan



kanal yang lebih sederhana dan sudah
akrab di  masyarakat, seperti

Whatsapp

A8 Dhany Kusayang
:

*

Gambar 1. 2 Komentar
Masyarakat Terhadap Penerapan
Aplikasi Sapa Mbak Ita
Sumber : Instagram @Sapambak Ita

Kondisi berkepanjangan
menunjukkan  bahwa  tanggapan
masyarakat cenderung merasakan
penurunan tingkat kualitas.
Penerimaan  serta  kenyamanan

masyarakat berpengaruh terhadap

implementasi  kebijakan  karena
dengan teknologi diharapkan
membawa  kemudahan  ataupun

efesiensi, sehingga apabila masih
ditemukan kendala hal tersebut tidak
sejalan dengan tujuan adanya aplikasi
ini dibentuk, yaitu memberikan
kemudahan  bagi tata  kelola

pemerintah (Sururi, 2019).

Gambar 1. 3 Aduan Masyarakat di
Kolom Komentar Instagram
@sapambakita
Sumber : Instagram @Sapambak Ita

Pada era saat ini masyarakat
mengharapkan layanan pemerintah
yang setara dengan kecepatan dan
kenyamanan layanan sektor swasta
(Ramadhan, 2024) membuat
digitalisasi  tidak hanya sebatas
pilihan, tetapi keharusan bagi
pemerintah  untuk  meningkatkan
kualitas pelayanan.

Evaluasi merupakan bagian
penting dalam manajemen kebijakan
berperan dalam menilai progres,
efektivitas, dan dampak kebijakan
Melalui
diidentifikasi

secara berkelanjutan.
evaluasi, dapat
ketidaksesuaian, penerimaan
masyarakat. Kaitannya dalam
pelaksanaan  Sapa  Mbak  Ita
Diskominfo melakukan evaluasi

melalui survei kepuasan masyarakat



terhadap sembilan indikator layanan

publik.

Tabel 1.2 Grafik Penilaian SKM
Sapa Mbak ITA 2023-2024

SKM Sapa Mbak Ita 2023-2024

Diolah peneliti (2025)

Osborne & Plastrik  (1997)
(dalam Lestari et al., 2020),
menggunakan  ketiga  indikator
penyelesaian  pengaduan, waktu
penyelesaian, serta  kompetensi
pelaksana  sebagai  pengukuran
keberlangsungan suatu kebijakan.
Indikator penyelesaian aduan
mencerminkan  respons  sistem
terhadap aduan masyarakat, terutama
dalam hal kecepatan dan ketuntasan
tindak lanjut sebagai tolok ukur
efisiensi layanan. Sementara itu,

kompetensi pelaksana mengacu pada

kemampuan aparatur dalam
menjalankan ~ tugasnya,  karena
kualitas individu sangat

memengaruhi kelancaran dan
keberhasilan pelayanan.

Pelaksanaan Sapa Mbak Ita
masih menghadapi masalah seperti
akses terbatas, kurang transparansi,
dan rendahnya kepuasan masyarakat.
Hal tersebut menunjukkan
pentingnya analisis sistem informasi
karena sebagai inovasi digital,
diharapkan tidak hanya
meningkatkan  efisiensi, tetapi
mendorong penerimaan masyarakat
terhadap transformasi digital, serta
memperkuat partisipasi dan
hubungan antara pemerintah dan

masyarakat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif. Data diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan
dokumentasi pada subjek yang dipilih
secara purposive sampling. Data yang
diperoleh dianalisis melalui reduksi
data, penyajian, dan penarikan
kesimpulan dengan konsistensi data
diuji dengan metode triangulasi

sumber dan teknik untuk memperoleh

pandangan dari berbagai perspektif.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Difusi Inovasi Digitalisasi Dalam
Pelaksanaan Sapa Mbak Ita di
Kota Semarang

Tri Widodo Wahyu Utomo
(dalam Panarangi., 2020)
menjelaskan bahwa inovasi
merupakan percepatan proses atau
prosedur kerja, peningkatan
efektivitas dan efisiensi dalam
penggunaan sumber daya.
Rogers (2003) dalam bukunya
Diffusion of Innovations, menjelaskan
bahwa teori ini berkaitan terhadap
kerangka konseptual yang
menjelaskan bagaimana sebuah ide
baru, tersebar dan diterima oleh
masyarakat yang dipengaruhi terkait
keterkatan atribut inovasi, saluran
komunikasi, jangka waktu, dan sistem
sosial.
1. Atribut Inovasi

Rogers  (2003) menjelaskan
bahwa atribut inovasi
adalah karakteristik utama dari suatu
inovasi yang memengaruhi seberapa
cepat dan sejauh mana inovasi
tersebut dapat diterima dan diadopsi
yang tercipta atas hasil interaksi
beberapa konseptual, diantaranya

keuntungan relatif (relative

advantage), kesesuaian

(compatibility), kompleksitas
(complexity), kemungkinan untuk
dicoba  (trialability), kemudahan
untuk diamati (observability).

a. Keuntungan Relatif (Relative
Advantage)

Rogers (2003) menjelaskan
keuntungan  relatif = merupakan
bagaimana sistem atau inovasi
dianggap lebih baik dibandingkan
metode atau teknologi sebelumnya.
Sapa Mbak Ita menunjukkan adanya
perbaikan dalam, seperti
pengembangan sistem yang mampu
memberikan  keunggulan  terkait
efisiensi dalam penyampaian keluhan
dan transparansi dalam proses
pemantauan,

Meskipun memiliki fitur yang
baik, Sapa Mbak Ita belum menjadi
pilthan utama masyarakat untuk
menyampaikan aduan. Berdasarkan
publikasi Diskominfo menunjukkan
aduan lebih banyak masuk melalui
WhatsApp.

b. Kesesuaian (Compability)

Rogers (2003) menjelaskan
kesesuaian dalam inovasi berkaitan
dengan bagaimana suatu perubahan

disesuaikan ~ dengan  kebutuhan



masyarakat serta perbaikan dari
sistem sebelumnya.

Konsep compatibility menekankan
bahwa suatu inovasi akan lebih
mudah diterima apabila selaras
dengan  nilai-nilai,  pengalaman
sebelumnya, serta kondisi sosial dan
ekonomi pengguna.

Perancangan sistem  telah
mempertimbangkan kebutuhan dan
keseharian masyarakat yang
menjadikan  teknologi sebagai
kebutuhan sehari hari, memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam
melaporkan aduan, tetapi bentuk
tersebut kembali lagi terhadap kondisi
sosial dan teknis di masyarakat yang
tentunya berbeda.

c. Kompleksitas (Complecity)

Rogers (2003) menjelaskan
kompleksitas adalah indikator untuk
mengukur seberapa mudah atau sulit
suatu  inovasi  dipahami  dan
digunakan oleh penerima kebijakan.
Jika suatu inovasi dianggap rumit,
masyarakat cenderung mengalami
kesulitan, sebaliknya jika inovasi
bersifat sederhana dan mudah
digunakan, maka masyarakat lebih

cepat menerima dan menerapkannya

dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudahan yang ditawarkan
oleh aplikasi pada dasarnya cukup
terealisasi melalui fitur-fitur yang
tersedia, tetapi dalam pelaksanaanya
masih diliputi permasalahan
ketidaklengkapan atau ketidaktepatan
informasi yang dicantumkan oleh
masyarakat. Permasalahan tersebut
dapat disebabkan dua hal, rendahnya
pemahaman masyarakat serta
kurangnya kejelasan petunjuk atau
panduan yang disediakan oleh sistem.
Meskipun desain antarmuka aplikasi
relatif mudah dioperasikan,
kesenjangan literasi  digital di
kalangan pengguna dapat
memengaruhi keberhasilan
implementasi teknologi ini secara
menyeluruh.

d. Kemungkinan untuk dicoba
(Triability)

Rogers (2003) menjelaskan
kemungkinan untuk dicoba berkaitan
sejauh mana suatu inovasi dapat diuji
dalam skala kecil sebelum diadopsi
secara penuh oleh pengguna.
Semakin mudah atau tinggi tingkat
keberhasilan suatu inovasi untuk diuji
tanpa risiko besar, semakin tinggi
kemungkinan inovasi tersebut

diterima oleh masyarakat.



Pemerintah  Kota  Semarang
menjadi sektor uji coba awal dalam
penerapan aplikasi Sapa Mbak Ita,
dengan tujuan  mengidentifikasi
berbagai kendala sebelum aplikasi
diperkenalkan secara luas kepada
masyarakat sebagai pengguna utama.
Untuk memastikan inovasi berjalan
efektif dan berdampak nyata,
diperlukan mekanisme evaluasi dan
monitoring yang memadai, evaluasi
dilakukan secara rutin setiap 1-4
bulan, yang melakukan publikasi
akurasi penyelesaian aduan atas
kinerja setiap Dinas . Dinas dengan
kinerja rendah akan menerima
teguran langsung dalam forum
tersebut. Bentuk tersebut dirasa
kurang efektif karena tidak menjamin
perbaikan berkelanjutan dan
berpotensi memunculkan masalah
serupa di kemudian hari
e Kemungkinan Untuk Diamati
(Observability)

Rogers (2003) menjelaskan
bahwa kemungkinan untuk
merupakan perihal sejauh mana hasil
dari suatu inovasi dapat dilihat dan
dievaluasi oleh pihak lain. Inovasi
yang memiliki dampak nyata dan

mudah diamati cenderung lebih cepat

diadopsi oleh masyarakat karena
mereka dapat melihat secara langsung
manfaat yang diperoleh  oleh
pengguna sebelumnya.

Masyarakat  diberikan  akses
untuk memantau  perkembangan
laporan ~ mereka, mendapatkan
notifikasi, serta  melihat data
keterlaksanaan  aplikasi ~ melalui
media sosial dan situs web. Publikasi
pemerintah tersebut perlu sudah
seharusnya sesuai dengan penerimaan
masyarakat  dilapangan,  karena
dengan berbasis teknologi diharapkan
mampu meningkatkan kualitas yang
akan dirasakan oleh masyarakat,
tetapi apabila terjadi sebaliknya
bentuk baik dari sistem ini perlu
dipertanyakan.

2. Saluran Komunikasi

Rogers (2003) menjelaskan
saluran  komunikasi  merupakan
bentuk untuk menyampaikan
informasi dari satu pihak ke pihak lain
dalam sistem sosial guna
mentransmisikan pesan agar dapat
dipahami, diterima, dan
menghasilkan umpan balik yang
sesuai. Proses komunikasi tidak
hanya perihal menyampaikan pesan,

tetapi  sekaligus ~ meningkatkan



intensitas hubungan antara
pemerintah  selaku  komunikator
dengan masyarakat sebagai
komunikan (Hajar & Syaesti, 2024).
Saluran  komunikasi  terbagi
menjadi dua yaitu saluran massa dan
saluran interpersonal. Saluran massa,
berkaitan terhadap proses
penyampaian informasi secara luas
dan cepat, terutama pada tahap awal
untuk  meningkatkan = kesadaran
masyarakat. Saluran interpersonal
berkaitan  terhadap  komunikasi
langsung antar individu sehingga
dianggap lebih efektif dalam tahap
persuasi  karena  memungkinkan
interaksi dua arah karena dengan
interaki  yang terjalin, mampu
meningkatkan intensitas kepercayaan
masyarakat  karena  masyarakat
cenderung akan menerima informasi
dari sumber terpercaya dan dianggap
berkompeten (Winangsih, 2018).
Diskominfo memanfaatkan
kombinasi komunikasi media massa
dan interpersonal, komunikasi massa
dilakukan menggunakan media massa
yang  dimiliki  pihak  Dinas
Komunikasi dan Informasi Kota
Semarang seperti Instagram, X,
sementara

youtube, website,

komunikasi interpersonal dengan
pendekatan langsung kepada
masyarakat dalam bentuk sosialisasi,
road to school, dan car free day
sebagai bentuk lebih dekat kepada
masyarakat. Apabila merujuk
terhadap temuan lapangan, dapat
dipahami bahwa bentuk sosialisasi
menggunakan media massa cukup
baik dalam mengjangkau audiensi
dalam jangka besar, tetapi media

sosial belum dapat dijangkau oleh

seluruh masyarakat karena
keterbatasan kemampuan atas
kepemilikan  media, diperlukan
interaksi langsung dengan

masyarakat sebagai pendekatan untuk
menjalin hubungan yang baik guna
meningkatan intensitas kepercayaan
masyarakat akan aksistensi sistem ini.
3. Jangka Waktu

Rogers  (2003) menjelaskan
bahwa setiap inovasi membutuhkan
waktu sebelum dapat diterima
sepenuhnya oleh masyarakat.
Penerimaan ini tidak terjadi secara
instan, melainkan melalui proses

pertimbangan terhadap relevansi

keberlangsungannya.



a. Tahap Pengetahuan (Knowledge)

Tahap ini berkaitan ketika
bagaimana suatu pemahaman akan
suatu inovasi hadir. Sapa Mbak Ita

lahir sebagai pengembangan dari

sistem sebelumnya yaitu Lapor
Hendi,  dikembangkan oleh tim
Diskominfo selama 4-6 bulan,

sehingga diluncurkan secara resmi
pada 17 Desember 2022 menandai
titik di mana inovasi ini secara formal
diperkenalkan kepada masyarakat
b. Tahap Persuasi (Persuasion Stage)

Sapa Mbak Ita melalui uji coba
internal selama sekitar satu bulan,
melibatkan seluruh sektor
pemerintahan Kota yang dilanjutkan
dengan sosialisasi kepada masyarakat
melalui media massa dan pertemuan
langsung selama tiga bulan pertama.
c. Tahap Keputusan

Tahap ini melibatkan keputusan
akhir individu untuk mengadopsi,
menolak, atau menunda adopsi
inovasi, Tahapan ini diukur melalui
peningkatan jumlah laporan yang
masuk ke aplikasi dalam 3-6 bulan
setelah sosialisasi, yang menunjukkan
awal oleh

adanya penerimaan

masyarakat.
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d. Tahap Implementasi

Sejak peluncurannya pada 17
Desember 2022 Sapa Mbak Ita
media

senantiasa menjadi

klasifikasi

yang
memfasilitas dan
penerusan laporan ke OPD agar dapat
ditangani lebih lanjut.
e. Tahap Konfirmasi

Tahap ini melibatkan evaluasi
pasca-adopsi, di mana individu
mencari penguatan atas keputusan
mereka atau mungkin merevisi

keputusan tersebut Didapati bahwa

inovasi telah diterapkan, namun
belum  mencapai fase  stabil
sepenuhnya dalam hal kepuasan

pengguna. Hasil Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 2024
menunjukkan nilai terendah pada
indikator penanganan pengaduan
(aspek hasil tindak lanjut) dan waktu
penyelesaian. Meskipun masyarakat
menggunakan aplikasi, ekspektasi

masyarakat untuk  mendapatkan
sistem yang lebih baik belum dapat
terpenuhi sebagaiaman seharusnya.
4. Sistem Sosial
(2003)

bahwa sistem sosial merujuk terhadap

Rogers menjelaskan
suatu komponen unit sosial yang

saling berinteraksi dimana setiap



komponen memainkan peran tertentu

sehingga menghasilkan  gerakan
dalam keseluruhan sistem..
a. Innovator

Wali Kota Semarang dan Kepala
Dinas Diskominfo merupakan pihak
yang memulai ide pengembangan
Sapa Mbak Ita

aplikasi sebagai

bentuk  pembaruan. Keterlibatan
dalam tahapan ini hanya terbatas
dalam lingkup Diskominfo Kota
Semarang saja, yang mana proses
tersebut

mampu  mempengarauhi

sudut pandang masukan akan
pengembangan sistem ini.
b. Early Adopter

Kelompok early adopter
umumnya memiliki status sosial yang
baik, akses informasi yang memadai,
dan jaringan komunikasi yang luas,
sehingga berfungsi sebagai
penghubung antara innovator dan
kelompok early majority (Winangsih,
2018).

Penerapannya terdiri dari admin
utama Diskominfo dan admin
penghubung di setiap OPD. Mereka
teknis dan

menerima  pelatihan

menjadi pengguna awal aplikasi,
sekaligus berperan sebaga opinion

leader sangat penting karena mampu
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mendorong kepercayaan dan adopsi

oleh kelompok berikutnya.
c. Early majority
Early  majority  merupakan

kelompok yang cenderung selektif
dan penuh pertimbangan dalam
menerima suatu inovasi kelompok ini
akan mengikuti setelah mendapatkan
bukti nyata mengenai manfaat dari
inovasi.

Kelompok ini mencakup OPD
lain di luvar lingkup admin utama.
Meski telah mendapat sosialisasi,
dalam penerapa langsung dapat

didapati bahwa  pelaksanaannya

belum merata dan tidak semua

aparatur  benar-benar memahami

operasional aplikasi.
d. Late Majority

Kelompok late majority lebih
skeptis dan lambat dalam menerima
inovasi. Kelompok ini membutuhkan
bukti nyata dan dorongan sosial untuk
yakin betul akan kegunaan sistem ini,
karena kelompok ini tidak akan
menggunakan suatu sistem apabila
tidak terdapat bentuk baik yang dapat
dirasakan. Masyarakat umum
khususnya yang belum merasakan
manfaat nyata dari aplikasi ini, masih
akibat

menunjukkan  keengganan



respons aduan yang dinilai lambat
atau kurang tuntas.
e. Laggards

Kelompok terakhir mencakup

kelompok lansia yang memiliki
hambatan signifikan dalam akses
teknologi dan literasi  digital.
Minimnya  pendekatan  khusus

terhadap kelompok ini, baik dalam
sosialisasi maupun pendampingan,
menyebabkan  mereka  menjadi
kelompok yang paling lambat dalam
mengadopsi aplikas.

Difusi

Hambatan Inovasi

Digitalisasi Dalam Pelaksanaan
Sapa Mbak Ita di Kota Semarang

Penerapan suatu kebijakan tidak
akan terlepas dari permasalahan
dalam skala besar ataupun kecil,
tetapi seberapa besar permasalahan
ada tentu  akan

yan tetap

mempengaruhi keberlangsungan
sistem
1. Knowledge of Innovation
Sistem yang tertuju untuk
masyarakat tentu tidak akan terlepas
dari permasalahan yang berkaitan
dengan sektor tersebut sendiri, dalam
berkaitan

hal ini terhadap

kepercayaan dan pemahaman
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masyarakat akan sistem ini, karena
kepercayaan bukan sesuatu akan
muncul secara langsung, kepercayaan
masyarakat hadir dari akumulasi
pengalaman positif yang konsisten.

Kaitannya dalam pelaksanaan Sapa
Mbak Ita bahwa tingkat kepercayaan
dan ketertarikan masyarakat awalnya
cukup tinggi karena sistem yang
dihadirkan ~ untuk ~ memberikan
kemudahan dengan menyampaikan
laporan tanpa harus datang langsung
ke instansi pemerintah, tetapi
ketertarikan tersebut tidak serta merta
karena  ketika

bertahan  lama,

masyarakat mulai menggunakan

aplikasi secara langsung, muncul

pengalaman kurang memuaskan,
khususnya terkait dengan efektivitas
penanganan laporan dan kejelasan

tindak lanjut dari pihak pemerintah.

Kondisi  tersebut mencerminkan
adanya  ketidaksesuaian  antara
ekspektasi dengan realitas

implementasi di lapangan.

2. External Accountability
Kinerja dari sistem ini berkaitan

terhadap akan kinerja yang diberikan

dalam penanganan aduan, dengan

Diskominfo Kota Semarang selaku

sebagai

change atau

agent of



pemegang kuasa utama aplikasi daro
proses awal hingga akhir sistem ini. ,
keberhasilan suatu inovasi tidak
hanya bergantung pada keunggulan
teknologi yang ditawarkan, tetapi
dipengaruhi oleh kesiapan dan
kompetensi sumber daya manusia
yang terlibat (Rani., 2024), bekerja.
kerja yang dapat diberikan dalam
sistem ini. dipahami bahwa terdapat
bentuk kemungkinan penyelesaian
masalah sering kali hanya bersifat
memberikan

administratif ~ tanpa

solusi benar-benar

yang
menyelesaikan, karena berdasarkan
apa yang didapati dilapangan
masyarakat merasa belum cukup
merasakan kebermanfaatan

penyelesaian.  Diperkuat  dengan
tanggapan buruk yang diadukan
masyarakat melalui kolom komentar
sosial media Sapa Mbak Ita yang
mana masyarakat menyampaikan
bahwa perubahan keterangan atas
aduan mereka di aplikasi cenderung
tidak benar menyelesaikan atau tidak
sesuai dengan keterangan yang
diberikan, karena meskipun pada
laporan diaplikasi telat diberikan

keterangan  selesai  penyelesaian
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dilapangan belum benar
menyelesaikan
3. Lack of Resource

Sistem aduan berbasis teknologi
dirancang untuk mempermudah akses
dan mempercepat respon pemerintah,
tetapi dalam pelaksanaannya tidak
luput dari permasalahan, salah
satunya adalah dari teknologi itu
sendiri bahwa teknologi memang
belum menjadi penghambat utama
dalam pelaksanaan Sapa Mbak Ita,

tetapi apabila kemungkinan tingkat

intensitas gangguan sistem terus
meningkat, hal tersebut dapat
mempengaruhi kepercayaan

masyarakat, terlebih tidak terdapat

jaminan  hukum yang mampu

melindungi kepercayaan atas
perlindungan data mereka, karena
sistem digital menjanjikan
kemudahan dan efisiensi tetapi pada
saat yang sama rentan terhadap
ancaman siber, ungkapan tersebut
perlu diperhatikan lagi mengenai
urgensinya, karena sebuah inovasi
tidak dapat hanya apabila sebatas
rancangan sistem semata tetapi tidak
diimbangi dengan keselarasan dalam

pelaksanannya



KESIMPULAN
Difusi Digitalisasi

Pemerintah Sapa Mbak Ita di Kota

Inovasi

Semarang
a. Atribut Inovasi
Secara konsepsi sistem ini cukup
inovatif, namun masih senantiasa
menghadapi partisipasi rendah karena
keterbatasan akses dan literasi digital.
b. Saluran Komunikasi
awal

Sosialisasi cukup baik

melalui media  massa, tapi
komunikasi langsung masih memiliki
intesitas yang terbilang kurang, yang
berpengaruh terhadap kepercayaan
penggunaan masyarakat.
c. Jangka Waktu

Proses awal dalam sistem ini
berjalan dengan cukup baik, tetapi
untuk tahapan adopsi dapat dikatakan

berjalan lambat, khususnya tahap

persuasi, hal tersebut didasari
pelaksanaan sistem yang belum
sejalan dengan ekspektasi
penyelesaian aduan.
d. Sistem Sosial

Dukungan awal dalam

perencanaan sistem ini terlaksana
cukup baik, tetapi masih ditemukan

koordinasi antar sektor yang lemah
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dan agen perubahan belum efektif

membangun kepercayaan publik.

Hambatan Difusi Inovasi

Digitalisasi Pemerintah

Pelaksanaan Sapa Mbak Ita di
Kota Semarang
a. Knowledge of Innovation

Senantiasa ditemukan

masyarakat yang belum percaya

sepenuhnya akan sistem ini, hal

tersebut  dilatarbelakangi  belum

diterimanya bentuk penanganan baik

dari  pelaksanaan  sistem  ini.

b. External Accountability

Sumber daya terkait belum

memberikan bentuk kerja yang

maksimal meski telah dilakukan

pelatihan, terlihat dari perbedaan

publikasi data pemerintah dengan

penerimaan masyarakat.
c. Lack Of Resources
Meski bukan menjadi

permasalahan besar, tetapi gangguan
sistem dapat yang terus terjadi serta
ketidakpastian atas perlindungan data
masyarakat dapat menjadi pengaruh

berkepanjangan.



SARAN

Difusi Inovasi Digitalisasi
Pemerintah Pelaksanaan

Mbak Ita di

Sapa
Kota Semarang
a. Atribut Inovasi

dan

Mengadakan  pelatihan

pendekatan intens  dan

yang
sederhana dalam lingkup terkecil
masyarakat.
b. Saluran Komunikasi

Membentuk  kelompok kecil
terlatih dilingkup terkecil masyarakat
sebagai penghubung masyarakat
dengan sistem atau pemerintah.
c. Jangka Waktu

Menambahkan fitur feedback
seperti “Sesuai” atau “Tidak Sesuai”
agar masyarakat bisa menilai hasil
aduan.
d. Sistem Sosial

Menciptakan dashboard kinerja
OPD secara real-time dengan sistem
peer review untuk meningkatkan
transparansi dan koordinasi.
Difusi

Hambatan Inovasi

Digitalisasi Pemerintah
Pelaksanaan Sapa Mbak Ita di
Kota Semarang
a. Knowledge of Innovation

Perkuat komunikasi publik dan
kinerja

aparatur untuk  bangun
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kepercayaan masyarakat.
b. External Accountability

Terapkan pelatihan  berbasis
simulasi dan penetapan regulasi yang
lebih mengikat akuntabilitas bagi
aparatur.
c. Lack Of Resources

Melakukan kerja sama dengan
pihak eksternal pengembang
profesional untuk sistem yang lebih

stabil dan aman.
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